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"Hukum Intermnasional” adalah sebuah karya yang membahas secara komprehensil
mengenai cabang hukum yang mengatur hubungan antarnegara dan subjek hukum internasional
lainnya. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip, Konsep, dan
peraturan hukum yang berlaku dalam konteks hukum intemasional. Dengan gaya penulisan yang
jelas dan terstruktur, pembaca diajak untuk menjelajahi berbagai aspek hukum intermasional dari
perspektif historis, teoretis, dan praktis. Dalam buku ini, pembaca akan diperkenalkan kepada
berbagai topik yang relevan dalam hukum intermasional, termasuk namun tidak terbatas pada:
definisi dan sumber hukum internasional, peranan organisasi internasional, sengketa intemasional,
hukum perang, hak asasi manusia, perdagangan intemasional, dan lingkungan hidup. Sefiap topik
diuraikan dengan detail yang memadai, dilengkapi dengan analisis kasus-kasus nyata serta
perkembangan terkini dalam hukum internasional.

Penulis buku ini menempatkan perhatian khusus pada perkembangan dan tantangan
terkini datam hukum internasional, seperti perubahan iklim, globalisasi, konflik bersenjata, dan
isu-isu kemanusiaan. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana hukum internasional berevolusi
seiring dengan perubahan dunia modern dan bagaimana hukum ini dapat menjadi instrumen untuk
mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kerjasama antarnegara. Buku ini juga memberikan
tinjauan yang menyeluruh tentang peran berbagai lembaga dan badan internasional, termasuk
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mahkamah Internasional, Organisasi Perdagangan Dunia
{WTO), dan organisasi regional lainnya. Pembaca akan memperoleh pemahaman yang mendalam
tentang bagaimana lembaga-lembaga ini berkontribusi dalam mengembangkan, menerapkan, dan
menegakkan hukum internasional di tingkat global.

Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya kerja sama antamegara dalam menciptakan
sistem hukum intemasional yang efektif dan berkelanjutan. Dengan mendekati isu-isu kompleks ini
dari berbagai sudut pandang, buku ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang
kompleksitas hukum internasional serta tantangan yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan,
praktisi hukum, dan pengambil keputusan di tingkat internasional. Dengan demikian, "Hukum
Intemasional” adalah sumber yang berharga bagi mahasiswa, profesional hukum, diplomat, dan
pembuat kebijakan yang tertarik untuk memahami dan menguasai hukum intemasional dalam
konteks global yang kompleks dan terus berkembang. Buku ini memberikan landasan yang kuat
bagi pembaca untuk menjelajahi, menganalisis, dan berparisipasi dalam diskursus hukum
internasional secara lebih baik dan efekt.
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KATA PENGANTAR

Dengan hormat yang mendalam, buku berjudul "Dinamika
Hukum Internasional: Kesinambungan dan Perubahan dalam Era
Kontemporer," mengundang para pembaca untuk memasuki
perjalanan analisis yang mendalam mengenai kompleksitas hukum
internasional dalam konteks era modern. Sebagai pembuka, buku
ini membawa pembaca melalui penjelasan komprehensif tentang
evolusi, prinsip, dan perkembangan terkini dalam ranah hukum
internasional.

Dengan berfokus pada konsep kesinambungan dan
perubahan, buku ini menyoroti relevansi hukum internasional
dalam menanggapi tantangan kompleks yang dihadapi dunia saat
ini. Dalam konteks ini, penulis memandang pentingnya
pengembangan pemahaman yang cermat tentang bagaimana
hukum internasional terus beradaptasi dengan dinamika global
yang terus berubah. Dengan struktur yang terorganisir secara
sistematis, buku ini membahas berbagai aspek hukum
internasional, mulai dari sumber hukum hingga penyelesaian
sengketa internasional. Selain itu, penekanan diberikan pada
pemahaman tentang bagaimana hukum internasional berkontribusi
pada penyelesaian isu-isu global seperti perdamaian, keamanan,
dan hak asasi manusia.

Pembahasan dalam buku ini didukung oleh analisis
mendalam tentang berbagai teori dan pendekatan dalam hukum
internasional. Di samping itu, buku ini juga memperkaya diskusi
dengan merujuk pada studi kasus dan perkembangan terkini di
dunia nyata. Hal ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang
lebih kontekstual dan aplikatif bagi para pembaca. Sebagai hasil
dari upaya kolaboratif dan penyelidikan yang cermat, buku ini
diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi
para mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan pembuat
kebijakan dalam memahami dan menganalisis dinamika hukum
internasional saat ini. Diharapkan, buku ini juga dapat memicu
diskusi yang lebih luas dan mendalam mengenai peran serta
hukum internasional dalam menanggapi tantangan global yang
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semakin kompleks. Penulis dengan tulus berharap bahwa buku ini
dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam memperluas
pemahaman dan pengetahuan pembaca tentang hukum
internasional, serta memotivasi pembaca untuk terlibat dalam
penelitian lebih lanjut dan pembangunan praktik hukum
internasional yang lebih efektif dan inklusif.
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A. Definisi Hukum Internasional

Hukum Internasional, sebagai sistem hukum yang
mengatur interaksi antara negara-negara di dunia, memainkan
peran penting dalam menegakkan perdamaian, keamanan, dan
keadilan global (Tchikaya, 2017). Ini adalah kerangka kerja
hukum yang mencakup aturan dan prinsip-prinsip yang diakui
secara umum oleh komunitas internasional (Goeddet, 2018).
Dalam ruang lingkupnya yang luas, hukum internasional tidak
hanya mengatur hubungan antara negara-negara tetapi juga
menangani isu-isu global seperti perlindungan lingkungan, hak
asasi manusia, perdagangan internasional, dan penyelesaian
konflik.

Ada dua cabang utama dalam hukum internasional:
hukum publik internasional dan hukum privat internasional
(Norris, 2018). Hukum publik internasional mengatur hubungan
antara negara-negara, termasuk perjanjian internasional, hukum
perang, dan hak diplomatic (Taylor, 2019). Di sisi lain, hukum
privat internasional berurusan dengan konflik hukum yang
melibatkan individu atau entitas bisnis dari berbagai yurisdiksi.
Dari sudut pandang sumbernya, hukum internasional
berkembang dari beberapa sumber utama, termasuk kebiasaan
internasional, perjanjian internasional, prinsip-prinsip hukum
umum yang diakui, serta putusan hukum dari pengadilan
internasional (Lone, 2019). Meskipun tidak ada badan legislatif
internasional yang sebanding dengan badan legislatif nasional,
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A. Sumber Hukum Internasional
Hukum internasional, sebagai kerangka kerja yang
mengatur hubungan antarnegara dan entitas internasional
lainnya, memiliki berbagai sumber yang membentuk dan
menentukan aplikasi dan perkembangan hukum tersebut
(Cryer, 2012). Sumber-sumber hukum internasional dapat
dikelompokkan menjadi dua kategori utama: formal dan
materiil. Pemahaman mendalam tentang kedua jenis sumber ini
menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum
internasional dibentuk, diterapkan, dan diperbarui secara terus-
menerus.
1. Sumber Formal Hukum Internasional
Sumber formal hukum internasional merujuk pada
proses dan mekanisme yang secara resmi menghasilkan
aturan-aturan hukum internasional. Ini termasuk:
a. Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional, sering juga disebut sebagai
traktat, adalah salah satu fondasi utama dalam hukum
internasional. Ini merupakan sebuah kesepakatan resmi
antara dua atau lebih subjek hukum internasional, yang
bisa berupa negara-negara, organisasi internasional, atau
entitas hukum internasional lainnya (Iglesias et al., 2021).
Perjanjian ini mengatur berbagai macam masalah yang
berkisar dari perdamaian dan keamanan global hingga
perdagangan, lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan
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Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum internasional, sebagai entitas atau individu
yang memiliki kedudukan hukum dalam konteks hukum
internasional, menandakan keragaman dan kompleksitas
struktur hukum di tingkat global (Haslam, 2011). Dalam analisis
hukum internasional, penting untuk memahami peran, status,
dan tanggung jawab subjek-subjek ini dalam membentuk,
melaksanakan, dan menegakkan hukum internasional. Negara,
sebagai subjek hukum internasional yang paling dominan,
merupakan elemen wutama dalam konstruksi hukum
internasional. Konsep kedaulatan negara, yang merujuk pada
otonomi dan independensi suatu negara terhadap negara
lainnya, menjadi fondasi dari kedudukan hukumnya dalam
hubungan internasional. Negara memiliki hak dan kewajiban
yang diakui secara universal, termasuk hak untuk berpartisipasi
dalam penandatanganan perjanjian internasional dan mematuhi
prinsip-prinsip hukum internasional yang telah ditetapkan.
Selain itu, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga
perdamaian, keamanan, dan stabilitas regional maupun global
(Haslam, 2011).

Organisasi internasional, sebagai entitas yang dibentuk
oleh perjanjian antara negara-negara atau subjek hukum
internasional lainnya, juga memainkan peran yang signifikan
dalam hukum internasional. Organisasi semacam Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO),
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TERITORIAL DAN
YURIDIKSI

Kedaulatan Teritorial

Kedaulatan teritorial adalah salah satu prinsip dasar
dalam hukum internasional yang menegaskan hak suatu negara
untuk mengendalikan dan mengatur wilayahnya sendiri tanpa
campur tangan dari negara asing (Trogisch, 2021). Konsep
kedaulatan teritorial mendasarkan diri pada gagasan bahwa
setiap negara memiliki wewenang eksklusif atas wilayahnya,
termasuk daratan, perairan, dan ruang udara yang berada di
dalam batas-batasnya. Prinsip ini memberikan landasan bagi
pembentukan struktur politik, hukum, dan administratif di
suatu negara, serta menjadi dasar bagi hubungan antarnegara
dalam hal pengakuan dan penghargaan terhadap kedaulatan
wilayah masing-masing. Pentingnya kedaulatan teritorial dalam
konteks hukum internasional tidak dapat dipandang remeh,
karena hal ini mencerminkan prinsip mendasar dari sistem
negara-negara berdaulat yang ada di dunia. Prinsip ini diakui
secara luas sebagai dasar bagi stabilitas dan perdamaian
internasional, karena memungkinkan setiap negara untuk
mengejar kepentingannya sendiri tanpa campur tangan dari
negara-negara lain. Kedaulatan teritorial juga menjadi landasan
bagi prinsip-prinsip lain dalam hukum internasional, seperti
non-intervensi dan pengakuan saling menghormati antara
negara-negara (Ferretti, 2023).
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DIPLOMATIK

A. Pengertian Hukum Diplomatik

Hukum diplomatik adalah cabang hukum yang mengatur
hubungan diplomatik antara negara-negara dan agen-agen
diplomatik mereka di tingkat internasional. Ini mencakup
aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan praktik-praktik yang
mengatur penunjukan, fungsi, dan perlindungan diplomat serta
kegiatan mereka dalam mewakili kepentingan negara mereka di
luar negeri. Hukum diplomatik menjadi sangat penting dalam
menjaga hubungan damai antara negara-negara dan
memfasilitasi komunikasi serta negosiasi di tingkat internasional
(Wouters, 2012). Hukum diplomatik mencakup berbagai aspek
yang berkaitan dengan hubungan diplomatik, termasuk
pembentukan, pengakuan, dan penarikan misi diplomatik; hak
dan kewajiban agen diplomatik; hak asilum dan ekstradisi; serta
imunitas diplomatik. Hal ini juga mencakup prinsip-prinsip
yang mengatur penyelesaian sengketa diplomatik dan
perlindungan diplomatik di bawah hukum internasional.

Salah satu aspek penting dari Hukum Diplomatik adalah
aturan-aturan yang mengatur penunjukan dan fungsi dari
diplomat-diplomat serta misi-misi diplomatic (Wessel, 2013). Ini
termasuk prosedur-prosedur untuk pengakuan diplomatik
antara negara-negara dan tata cara yang harus diikuti dalam
pembentukan dan penarikan misi diplomatik. Hukum
diplomatik juga mengatur hak dan kewajiban diplomat-
diplomat yang ditunjuk, termasuk hak kekebalan dan
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A. Hak, Kewajiban, dan Tugas Duta Besar

Duta Besar adalah perwakilan tertinggi suatu negara di
negara asing dan berfungsi sebagai utusan resmi pemerintah
untuk menjalin dan memelihara hubungan diplomatik antara
negara pengirim dan negara penerima. Sebagai tokoh utama
dalam misi diplomatik, Duta Besar memiliki sejumlah hak,
kewajiban, dan tugas yang harus dijalankan dengan cermat dan
efisien. Hak-hak seorang Duta Besar mencakup kekebalan
diplomatik yang melindunginya dari tindakan hukum negara
penerima dan memberinya kebebasan untuk menjalankan
tugas-tugas diplomatiknya tanpa gangguan. Kekebalan
diplomatik ini mencakup kebebasan dari penangkapan,
penahanan, atau penuntutan oleh otoritas hukum negara
penerima, serta perlindungan terhadap intervensi terhadap
kehormatan dan martabat pribadinya. Duta Besar juga memiliki
hak untuk berkomunikasi dengan pemerintah negara penerima
dan menerima perlakuan yang pantas dan memadai dalam
menjalankan tugasnya.

Namun, bersamaan dengan hak-haknya, seorang Duta
Besar juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang
penting dalam menjalankan perannya sebagai perwakilan
negara pengirim. Salah satu kewajiban utamanya adalah
menjaga dan mempromosikan kepentingan nasional negara
pengirim serta memelihara hubungan yang baik dengan negara
penerima. Hal ini mencakup mendorong dialog dan kerjasama
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Sengketa Internasional

Sengketa internasional merupakan konflik atau
perselisihan antara dua negara atau lebih yang terjadi di tingkat
internasional. Sengketa semacam ini dapat muncul karena
berbagai alasan, seperti perbatasan, sumber daya alam, hak-hak
perdagangan, hak asasi manusia, atau bahkan ideologi politik.
Penting untuk memahami dinamika, akar penyebab, serta
mekanisme penyelesaian sengketa internasional (Prempeh,
2021). Salah satu jenis sengketa internasional yang umum adalah
sengketa perbatasan. Hal ini terjadi ketika dua negara memiliki
klaim yang bersaing terhadap wilayah tertentu. Misalnya,
sengketa antara India dan Pakistan terkait wilayah Kashmir atau
sengketa antara China dan negara-negara tetangganya di Laut
China Selatan. Konflik semacam ini sering kali melibatkan
ketegangan politik, militer, dan bahkan dapat memicu konflik
bersenjata.

Sengketa sumber daya alam juga sering kali menjadi
penyebab konflik internasional. Ini terutama terjadi ketika dua
negara bersaing untuk mengklaim hak atas sumber daya alam
yang berharga seperti minyak, gas, air, atau lahan pertanian.
Persaingan ini bisa menjadi sumber ketegangan dan konflik
yang serius, terutama jika tidak ada mekanisme yang efektif
untuk menyelesaikan perselisihan (FMOH, 2014). Selain itu,
sengketa perdagangan juga dapat menyebabkan konflik
internasional. Hal ini terjadi ketika negara-negara memiliki
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A. Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan entitas yang
dibentuk oleh negara-negara atau subjek hukum internasional
lainnya dengan tujuan memfasilitasi kerjasama, koordinasi, dan
penyelesaian masalah bersama di tingkat global (Russell, 2010).
Organisasi semacam ini menjadi sarana utama dalam
menjembatani kerjasama antarnegara dalam berbagai bidang,
termasuk politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan
mendirikan organisasi internasional, negara-negara berupaya
untuk mencapai tujuan bersama, mempromosikan perdamaian,
stabilitas, dan kemajuan bersama di tengah dinamika hubungan
internasional yang kompleks. Salah satu contoh organisasi
internasional yang paling terkenal adalah Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB), yang didirikan pada tahun 1945 setelah Perang
Dunia II dengan tujuan untuk mencegah konflik bersenjata,
mempromosikan kerjasama internasional, dan menjaga
perdamaian dan keamanan dunia. PBB telah memainkan peran
penting dalam menjembatani dialog antarnegara, menyediakan
forum untuk negosiasi, dan mengkoordinasikan tanggapan
terhadap berbagai tantangan global (Howse, 2016). Selain PBB,
ada juga banyak organisasi internasional lainnya yang
beroperasi di berbagai bidang. Contohnya adalah Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO) yang bertujuan untuk memfasilitasi
perdagangan internasional dan mengawasi perjanjian
perdagangan multilateral. Selanjutnya, Organisasi Kesehatan
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Bentuk Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan instrumen penting
dalam hubungan antarnegara di tingkat global. Dalam
praktiknya, terdapat beberapa bentuk perjanjian yang
digunakan untuk mengatur hubungan antara negara-negara.
Pertama, terdapat perjanjian bilateral yang melibatkan hanya
dua negara. Perjanjian ini membahas masalah tertentu yang
relevan bagi kedua belah pihak, seperti perjanjian perdagangan
atau kerjasama dalam bidang teknologi. Selanjutnya, terdapat
perjanjian multilateral yang melibatkan lebih dari dua negara.
Perjanjian multilateral sering digunakan untuk membahas isu-
isu global yang kompleks dan membutuhkan kerja sama dari
berbagai pihak (Monzén, 2015). Selain itu, konvensi
internasional juga merupakan bentuk perjanjian penting dalam
hukum internasional. Konvensi ini melibatkan sejumlah besar
negara yang menyetujui prinsip-prinsip atau ketentuan tertentu
yang diatur dalam dokumen hukum yang sah. Misalnya,
Konvensi Hak Anak dan Konvensi tentang Hukum Laut
Internasional. Protokol merupakan tambahan atau penyesuaian
pada perjanjian utama yang lebih besar. Protokol ini bisa
berfungsi untuk memperjelas, memperkuat, atau menyesuaikan
perjanjian utama dan biasanya menyediakan mekanisme
pelaksanaan atau penegakan. Nota kesepahaman adalah
perjanjian non-legally binding yang digunakan untuk
menetapkan niat bersama antara dua atau lebih pihak. Nota
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Hubungan Hukum Nasional dan Hukum Internasional
Hubungan antara hukum nasional dan hukum
internasional merupakan aspek penting dalam sistem hukum
suatu negara, termasuk Indonesia. Hukum internasional
mencakup aturan dan prinsip yang mengatur interaksi antara
negara-negara di tingkat global, sedangkan hukum nasional
adalah seperangkat aturan yang berlaku di dalam suatu negara.
Kedua sistem hukum ini saling terkait dan memiliki hubungan
yang kompleks yang mempengaruhi proses pengesahan
perjanjian internasional menjadi undang-undang di Indonesia.
Di Indonesia, prinsip hukum internasional tercantum
dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang
menyatakan bahwa hukum internasional menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari hukum nasional. Hal ini menunjukkan
pentingnya memperhatikan hukum internasional dalam proses
pembentukan, interpretasi, dan pelaksanaan hukum di tingkat
nasional. Oleh karena itu, pengesahan perjanjian internasional
menjadi undang-undang di Indonesia melibatkan interaksi
antara hukum nasional dan hukum internasional. Proses
pengesahan perjanjian internasional menjadi undang-undang di
Indonesia dimulai dengan penandatanganan perjanjian oleh
pemerintah Indonesia. Setelah penandatanganan, perjanjian
tersebut kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) untuk dilakukan proses pengesahan. Di tahap ini,
perjanjian tersebut dievaluasi secara seksama untuk memastikan
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